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RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketahanan pangan Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar
meningkatkan produksi beras. Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan bertumpu pada
paradigma bahwa stabilitas beras identik dengan stabilitas negara. Sebagian besar rumah tangga
mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar, namun kualitas gizi, keberagaman konsumsi, dan
ketangguhan sistem pangan masih menjadi tantangan. Ketahanan pangan yang sesungguhnya
mensyaratkan sistem produksi yang produktif, berkelanjutan, beragam, serta mampu menjamin
akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi.

Tulisan ini mengidentifikasi lima persoalan struktural yang saling berkaitan. Pertama, politik
beras telah berkembang menjadi paradigma pembangunan pertanian yang menyerap sebagian
besar sumber daya negara sekaligus menciptakan rente ekonomi yang lebih banyak dinikmati
pelaku perdagangan dan distribusi daripada petani. Kedua, kebijakan pangan masih
mengandalkan perluasan lahan melalui berbagai proyek Food Estate, meskipun pola tersebut
berulang kali gagal meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan justru menimbulkan
kerusakan ekologis. Ketiga, penyusutan lahan sawah terus berlangsung lebih cepat daripada
kemampuan negara mencetak sawah baru, menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap lahan
pertanian produktif. Keempat, orientasi kebijakan yang berpusat pada beras telah mengikis
keberagaman pangan berbasis komunitas dan meningkatkan ketergantungan pada satu
komoditas. Kelima, meningkatnya keterlibatan militer dalam tata kelola pangan berisiko
menggeser peran institusi sipil, mendistorsi mekanisme pasar, serta mengurangi akuntabilitas
pengelolaan sektor pangan.

Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini mengusulkan enam arah reformasi: mengembalikan tata
kelola pangan kepada institusi sipil; membangun tata kelola yang terpadu dan berbasis data;
menggeser pembangunan pertanian dari ekstensifikasi menuju peningkatan produktivitas;
memperkuat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal; mereformasi politik beras agar
berorientasi pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani; serta memastikan program pangan
nasional mendukung kualitas gizi, ekonomi lokal, dan keberlanjutan sistem pangan.

PENDAHULUAN

Terlepas dari berbagai klaim mengenai keberhasilan swasembada beras, ketahanan pangan
Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara di kawasan Asia-Pasifik. Selama
beberapa dekade terakhir, negara telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi
pupuk, pembangunan irigasi, cadangan beras pemerintah, pengendalian impor, hingga berbagai
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program peningkatan produksi. Namun, besarnya investasi publik tersebut belum sepenuhnya
menghasilkan sistem pangan yang tangguh, bergizi, dan berkelanjutan.

Paradoks tersebut tercermin dalam berbagai indikator ketahanan pangan. Food Insecurity
Experience Scale (FIES) menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga Indonesia mampu
memenuhi kebutuhan pangan dasar. Sebaliknya, Global Hunger Index (GHI) dan Global Food
Security Index (GFSI) masih menunjukkan persoalan serius pada kualitas gizi, ketahanan, dan
keberlanjutan sistem pangan. Perbedaan ini menegaskan bahwa kecukupan pangan tidak selalu
berarti kedaulatan pangan yang berkualitas.

Paradoks tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi kebijakan pangan Indonesia yang selama
beberapa dekade berpusat pada swasembada beras. Swasembada pada dasarnya merupakan
instrumen kebijakan, bukan tujuan akhir ketahanan atau kedaulatan pangan. Instrumen seperti
cadangan beras pemerintah melalui BULOG, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi
pupuk, pengendalian impor, dan berbagai program peningkatan produksi dirancang untuk
memastikan ketersediaan beras nasional dan mencegah kelangkaan pangan pokok. Pendekatan
ini berhasil mencapai sasaran yang sempit tersebut, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan
kualitas gizi masyarakat, keberagaman pangan, keberlanjutan sistem produksi, maupun
kesejahteraan petani.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini mencerminkan asimetri prioritas kebijakan
(Swinnen, 2021). Krisis beras—kenaikan harga atau kelangkaan pasokan—merupakan risiko
politik yang langsung terlihat karena berdampak cepat terhadap inflasi dan daya beli masyarakat
(Timmer, 2003; Ikhsan, 2026). Sebaliknya, persoalan seperti stunting, degradasi ekologi,
menurunnya keberagaman pangan, maupun lemahnya fondasi sistem pangan berkembang secara
perlahan dan jarang menjadi krisis politik dalam satu siklus pemerintahan. Akibatnya, kebijakan
lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas beras dibandingkan membangun ketahanan
pangan dalam pengertian yang lebih luas.

Padahal, Deklarasi World Summit on Food Security mendefinisikan ketahanan pangan sebagai
kondisi ketika seluruh penduduk, setiap saat, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman,
bergizi, dan sesuai preferensi mereka, yang ditopang empat pilar: ketersediaan (availability),
akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability), dengan dimensi gizi sebagai
bagian integral di dalamnya (FAO, 2009), kini diperluas menjadi enam dimensi dengan
tambahan agency dan keberlanjutan (HLPE, 2020; Clapp dkk., 2022). Peningkatan produksi
beras hanya menjawab dimensi ketersediaan, itu pun untuk satu komoditas. Keterjangkauan
pangan sehat merupakan persoalan struktural tersendiri: pola makan sehat masih tidak terjangkau
bagi sekitar 2,7 miliar penduduk dunia (FAO dkk., 2026).

Selama ini, kebijakan pangan Indonesia lebih banyak berorientasi pada swasembada dan
ketahanan pangan yang diukur melalui produksi nasional, terutama beras. Padahal,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan membedakan ketiga konsep tersebut:
kedaulatan pangan adalah hak negara menentukan kebijakan pangan secara mandiri; kemandirian
pangan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri; sedangkan
ketahanan pangan adalah terpenuhinya akses setiap orang terhadap pangan yang cukup, aman,
bergizi, dan beragam. Literatur internasional memperluas konsep ini dengan menempatkan
petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan skala kecil sebagai aktor utama dalam



menentukan sistem pangan serta mengelola tanah, benih, air, dan pasar secara berkeadilan (Patel,
2009). Sejalan dengan itu, FAO menekankan bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan
memerlukan tata kelola yang inklusif, investasi pada petani kecil, dan pengelolaan kekayaan
alam yang berkelanjutan (FAO, 2009). Karena itu, Indonesia seharusnya menjadikan kedaulatan
pangan sebagai tujuan utama, dengan swasembada sebagai salah satu instrumen dan ketahanan
pangan sebagai hasil yang ingin dicapai.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih
tangguh. Keanekaragaman hayati pangannya mencakup 945 jenis, 77 di antaranya sumber
karbohidrat (Badan Pangan Nasional, 2024), dari sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa
Tenggara, hingga jagung di Madura. Namun modal itu belum tergarap: Indonesia menguasai
separuh areal sagu dunia, tetapi konsumsinya hanya 0,36 kg per kapita per tahun (Sidiq dkk.,
2021), sementara lahan baku sawah menyusut 79,6 ribu hektar sepanjang 2019-2024 (Bappenas,
2025) di tengah kebijakan yang tetap berorientasi pada satu komoditas.

Berangkat dari kerangka tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa persoalan utama pangan
Indonesia bukan semata-mata rendahnya produksi, melainkan paradigma pembangunan yang
terlalu berpusat pada politik beras. Paradigma ini memengaruhi pilihan kebijakan, alokasi
anggaran, tata kelola kelembagaan, hingga indikator keberhasilan pembangunan pangan. Bagian
berikut menguraikan lima temuan utama yang menunjukkan bagaimana paradigma tersebut
membentuk berbagai persoalan ketahanan pangan Indonesia, sekaligus menjadi dasar bagi
agenda reformasi yang diusulkan.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Politik Beras — Tata Kelola Data Buruk, Politisasi Impor, dan Rente Ekonomi
yang Merugikan

Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan Indonesia bertumpu pada satu asumsi: stabilitas
beras identik dengan stabilitas negara (Timmer, 2024; Ikhsan, 2026). Sebagai pangan pokok
mayoritas penduduk sekaligus komponen utama inflasi, beras menjadi pusat kebijakan melalui
BULOG, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi pupuk, pengendalian impor, dan cadangan
beras pemerintah. Literatur ekonomi politik pangan menunjukkan bahwa orientasi ini
berkembang karena stabilitas harga beras dipandang penting untuk mengendalikan inflasi,
mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas politik (Timmer, 1996, 2005; McCulloch &
Timmer, 2008).

Seiring waktu, orientasi tersebut berkembang menjadi paradigma pembangunan pertanian.
Keberhasilan sektor pertanian lebih sering diukur melalui produksi padi, luas tanam, dan status
swasembada daripada produktivitas, kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, atau penguatan
kelembagaan ekonomi petani. Akibatnya, sebagian besar anggaran, subsidi, dan perhatian
birokrasi diarahkan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga beras. Harga beras harus tetap
terjangkau bagi konsumen, tetapi juga cukup tinggi untuk memberi pendapatan yang layak bagi
petani. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, negara mengerahkan sumber daya yang besar
melalui subsidi, pengadaan pemerintah, cadangan beras, dan pengendalian impor, sehingga
investasi jangka panjang pada penelitian, penyuluhan, irigasi, mekanisasi, inovasi, dan hilirisasi
menjadi relatif tertinggal.



Konsekuensi paradigma ini tampak pada indikator ketahanan pangan. Prevalensi kerawanan
pangan sedang atau berat (FIES) hanya 4,02 persen pada 2024 (BPS, 2025), dan Global Hunger
Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 14,6 atau kategori moderat dengan prevalensi
kekurangan gizi hanya 6,3 persen, sementara stunting anak tergolong tinggi yang mencapai 22,6
persen (Welthungerhilfe dkk., 2025). Global Food Security Index juga mencatat skor 60,2 pada
2022, di bawah rata-rata Asia Pasifik (Economist Impact, 2022). Ketersediaan pangan pokok
relatif terjaga, tetapi akses terhadap pangan bergizi dan beragam belum terjamin. Belanja pangan
lebih dari 98 persen penduduk sebenarnya memadai untuk memenuhi pedoman gizi nasional,
namun konsumsi aktual hanya mencapai 42 persen kebutuhan kelompok pangan dan 45 persen
zat gizi, dengan beras mendominasi 75-85 persen pangan pokok di semua tingkat pendapatan
(Costlow dkk., 2026). Persoalannya bukan daya beli, melainkan pola konsumsi yang terkunci
pada satu komoditas.

Ketimpangan capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Politik beras juga menciptakan rente
ekonomi yang besar, yang menjelaskan mengapa alokasi sumber daya sulit digeser. Nuryanti
dkk. (2017), menemukan bahwa kombinasi kebijakan harga dan impor yang dijalankan melalui
BULOG menghasilkan rente ekonomi rata-rata Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari dana
ketahanan pangan, disertai kehilangan kesejahteraan sosial Rp0,90 triliun (2,34%), total sekitar
seperlima anggaran yang tidak dinikmati produsen, konsumen, maupun pembayar pajak. Rente
tersebut tidak mengalir ke petani, melainkan terserap pada simpul-simpul yang memegang
privilese kebijakan: Bulog melalui selisih harga pengadaan dan impor, pemerintah melalui
penerimaan tarif, penggilingan serta pedagang rekanan yang lebih dahulu menyerap gabah
sebelum HPP efektif (Ismail dkk., 2011), dan jaringan elit entitas pangan yang menguasai
perizinan impor (Riawanti, 2015). Pada sisi distribusi, evaluasi World Bank (2012) atas program
Raskin menunjukkan hanya sekitar 17% dari total biaya program yang benar-benar sampai
kepada kelompok sasaran, sementara sebagian besar terserap ke biaya operasional pengadaan,
penyimpanan, dan transportasi. Petani kecil sendiri tidak memperoleh manfaat dari kenaikan
harga karena menghadapi struktur mendekati monopsoni di tingkat lokal, sehingga harga gabah
mereka tidak terintegrasi dengan harga beras pasar, kondisi yang tidak dialami petani menengah
dan besar (Makbul dkk., 2015). Struktur oligopsonistik di hulu dan konsentrasi pembeli di
sepanjang rantai pasok gabah—beras (Oksalia dkk., 2023) memperkuat asimetri ini, yang tampak
pada transmisi harga petani—konsumen yang bersifat asimetris dalam jangka panjang
(Yustiningsih & Soetjipto, 2013). Perlu dicatat bahwa rente terserap ke dalam struktur biaya,
bukan ke bottom-line. Karena itu, laba tipis atau kerugian Bulog selama lima tahun terakhir
bukan sanggahan atas keberadaan rente tersebut. Akibatnya, politik beras tidak hanya menyerap
anggaran publik yang besar, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi yang mempertahankan
status quo tata niaga yang timpang.

Temuan ini menunjukkan bahwa swasembada beras bukanlah sinonim dari ketahanan pangan.
Swasembada merupakan instrumen untuk menjamin kecukupan produksi, sedangkan ketahanan
pangan mencakup akses terhadap pangan bergizi, keberlanjutan sistem produksi, keberagaman
pangan, dan kesejahteraan petani. Tantangan Indonesia kini bukan lagi sekadar menjaga stabilitas
beras, melainkan mentransformasikan sistem pangan. Keberhasilan pembangunan pertanian
perlu diukur melalui produktivitas, pendapatan petani, penguasaan aset produktif, diversifikasi
pangan, dan regenerasi petani, bukan semata volume produksi atau status swasembada.



Temuan 2. Ketergantungan pada Ekstensifikasi Lahan Menghambat Produktivitas dan
Merusak Fondasi Ketahanan Pangan

Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan Indonesia lebih banyak merespons ancaman
kekurangan pangan melalui perluasan lahan daripada peningkatan produktivitas. Ketika produksi
dianggap belum mencukupi, solusi yang berulang adalah membuka kawasan pertanian baru, dari
Proyek Lahan Gambut Sejuta hektar 1995 hingga food estate dewasa ini (McCarthy &
Obidzinski, 2017), bukan meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada melalui penelitian,
penyuluhan, rehabilitasi irigasi, konsolidasi lahan, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan
petani. Hasilnya minim: dari lahan yang dibuka, yang benar-benar ditanami hanya 0,2 persen
pada era Soeharto, 8,6 persen pada era SBY, dan 2,4 persen pada era Jokowi, padahal
intensifikasi berpotensi menghasilkan tambahan 11,84 juta ton padi dibanding target food estate
5 juta ton per tahun (Supriyanto dkk., 2025). Akibatnya, keberhasilan pembangunan lebih sering
diukur dari luas areal tanam daripada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Food Estate merupakan manifestasi paling nyata dari paradigma tersebut. Dari Rice Estate
Palembang pada 1970-an (Matanasi, 2024), Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare tahun 1995
(Kompas.com, 2020; WALHI, 2024), hingga Food Estate di Kalimantan Tengah, Keerom, dan
Papua Selatan (Mongabay Indonesia, 2024; Jubi, 2025b), polanya selalu serupa: pembukaan
kawasan berskala besar, investasi publik yang tinggi, pendekatan top-down, dan hasil yang jauh
dari target (Abdulgani & Savitri, 2025; Kompas.com, 2025). Proyek Food Estate di Keerom,
lahan yang menggusur kebun masyarakat kini ditinggalkan bersama traktor dan infrastruktur
yang mangkrak (Jubi, 2025a, 2025b; Project Multatuli, 2026). Proyek Food Estate di Gunung
Mas, lahan yang tidak sesuai secara agronomis tetap dipaksakan menjadi kawasan produksi
(Mongabay Indonesia, 2024; Tempo, 2023). Proyek Food Estate di Papua Selatan, ribuan alat
berat didistribusikan sebelum kesiapan lahan, kelembagaan, dan kapasitas petani tersedia (Jawa
Pos, 2024; Tempo, 2024; Papua Selatan Pos, 2025). Pola yang terus berulang selama lebih dari
lima dekade menunjukkan bahwa persoalannya bukan terletak pada satu proyek atau
pemerintahan, melainkan pada paradigma yang menempatkan pembukaan lahan sebagai solusi
utama peningkatan produksi (Abdulgani & Savitri, 2025).

Pendekatan ini berbeda dengan negara-negara yang berhasil mentransformasikan pertaniannya.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam meningkatkan produksi terutama melalui investasi
pada produktivitas—penelitian, penyuluhan, konsolidasi lahan, irigasi, mekanisasi, dan
inovasi—bukan melalui pembukaan lahan baru (Kikuchi & Hayami, 1978; World Bank, 2021).
Bahkan Vietnam, meskipun menghadapi fragmentasi lahan yang sama parahnya dengan
Indonesia, memilih melindungi lahan sawah yang ada dan meningkatkan efisiensinya daripada
terus melakukan ekspansi (Chu dkk., 2021).

Biaya pendekatan ekstensifikasi juga jauh melampaui pemborosan anggaran. Pembukaan hutan
dan lahan gambut untuk pertanian monokultur merusak habitat, mengurangi keanekaragaman
hayati, mengganggu fungsi hidrologi, serta meningkatkan emisi karbon. Pengeringan gambut
mempercepat subsidensi dan secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran pada musim
kemarau, sementara hilangnya tutupan hutan memperbesar risiko banjir dan mengurangi
kemampuan bentang alam menyimpan air. Dengan demikian, upaya meningkatkan produksi
melalui pembukaan lahan justru melemahkan fondasi ekologis yang menopang produksi pangan
jangka panjang.



Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama pertanian Indonesia bukan lagi kekurangan
lahan, melainkan rendahnya produktivitas. Selama kebijakan lebih mengutamakan ekspansi
kawasan daripada investasi pada produktivitas, inovasi, rehabilitasi lahan, dan penguatan
kapasitas petani, Indonesia akan terus mengulang proyek-proyek berskala besar yang mahal,
berisiko tinggi, dan berumur pendek. Pergeseran dari paradigma ekstensifikasi menuju
peningkatan produktivitas menjadi prasyarat bagi sistem pangan yang lebih tangguh,
berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Temuan 3: Alih Fungsi Lahan Sawah Tidak Terkendali

Lahan pertanian produktif terus menyusut. Estimasi konversi sawah bervariasi, berkisar
60.000-80.000 hektar per tahun menurut BPS dan ATR/BPN (Kompas.com, 2026a), bahkan
mencapai 90.000-150.000 hektar menurut sejumlah kajian (Kompas.com, 2021; Kompas.id,
2024). Namun, seluruh sumber menunjukkan pola yang sama: kemampuan negara mencetak
sawah baru, sekitar 20.000-30.000 hektar per tahun, jauh tertinggal dari laju kehilangan lahan
(Kompas.com, 2021). Akibatnya, luas lahan baku sawah turun dari 7,46 juta hektar pada 2019
menjadi 7,38 juta hektar pada 2024 (Kompas.id, 2024)

Penyusutan ini mencerminkan lemahnya perlindungan lahan pertanian. Alih fungsi untuk
permukiman, industri, infrastruktur, dan proyek strategis terus berlangsung, sementara
implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan belum efektif. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menargetkan 87
persen lahan baku sawah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 2029,
tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah
(Kompas.com, 2026b).

Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa kondisi ini bukan keniscayaan, melainkan pilihan
kebijakan. Meskipun menghadapi fragmentasi lahan dan urbanisasi yang tinggi, Vietnam
mempertahankan luas tanam padi sekitar 7,5 juta hektar sejak 2001 melalui perlindungan hukum
atas lahan sawah dan program konsolidasi lahan (don dién ddi thira) yang meningkatkan efisiensi
tanpa memperluas areal (Chu dkk., 2021). Konsolidasi tersebut bekerja layaknya perubahan
teknis: menaikkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, mendorong mekanisasi, sekaligus
melepaskan tenaga kerja ke sektor nonpertanian (Nguyen & Warr, 2020). Sebaliknya, Indonesia
masih lebih mengandalkan pencetakan sawah baru daripada melindungi dan meningkatkan
produktivitas lahan yang telah ada. Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan sekadar
kehilangan lahan, melainkan paradigma yang terus mengejar perluasan areal tanam ketika
prioritas seharusnya adalah melindungi dan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.
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Grafik 14.1. Ketimpangan antara laju konversi dan pencetakan sawah, serta penyusutan lahan baku
sawah nasional.
Sumber: ATR/BPN dan Kementan (dalam Kompas.id, 2024).

Temuan 4: Kebijakan Pangan Menghancurkan Diversifikasi

Orientasi kebijakan pangan yang berpusat pada beras telah mengikis keberagaman sistem pangan
Indonesia. Di berbagai daerah, seperti Papua, Maluku, Madura, dan Nusa Tenggara, pangan
berbasis komunitas—sagu, jagung, sorgum, umbi-umbian, serta hasil hutan—secara bertahap
tersisih oleh distribusi beras melalui berbagai program pemerintah. Akibatnya, pangan berbasis
komunitas semakin dipersepsikan sebagai simbol ketertinggalan, meskipun secara ekologis lebih
sesuai dengan kondisi setempat dan telah menopang ketahanan pangan masyarakat selama
berabad-abad. Ketika sistem pangan berbasis komunitas melemah, masyarakat justru menjadi
semakin bergantung pada pasokan beras dari luar daerah maupun pemerintah.

Paradigma yang menyamakan "pangan" dengan "beras" menciptakan kerentanan baru.
Ketergantungan pada satu komoditas membuat ketahanan pangan nasional semakin rentan
terhadap gangguan produksi domestik maupun gejolak harga internasional. Hal ini tercermin dari
pola impor beras yang beberapa kali meningkat tajam menjelang dan sesudah pemilu,
menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan, tetapi juga
pertimbangan politik dan stabilitas harga.

Ketergantungan masyarakat terhadap beras juga masih sangat tinggi. Konsumsi beras mencapai
sekitar 90,6 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Korea Selatan,
maupun Jepang (Agrofarm, 2025). Sebanyak 98,35 persen rumah tangga mengonsumsi beras
secara rutin (Kompas.id, 2023), sementara konsumsi umbi-umbian hanya sekitar 3,26 kilogram
per kapita per tahun (Agrofarm, 2025). Padahal Indonesia memiliki potensi pangan berbasis
komunitas yang sangat besar, termasuk sekitar 5,5 juta hektar hutan sagu yang belum
dimanfaatkan secara optimal (Indonesia.go.id, 2024). Dominasi beras ini memperbesar tekanan
terhadap impor sekaligus mempersempit diversifikasi konsumsi pangan.
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Grafik 14.2. Konsumsi beras per kapita Indonesia dibandingkan negara lain, serta rendahnya konsumsi
umbi-umbian.
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025.

Paradigma tersebut juga mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan
dengan sistem agroekologi yang sangat beragam. Ketahanan pangan tidak dapat dibangun
melalui satu komoditas atau satu model produksi. Di Papua, misalnya, sagu, hasil hutan, dan ikan
sungai merupakan fondasi sistem pangan yang lebih sesuai dengan karakter ekosistem setempat.
Ketika hutan dikonversi menjadi pertanian monokultur, yang hilang bukan hanya tutupan hutan,
tetapi juga sumber pangan, pengetahuan lokal, keanekaragaman hayati, dan ketahanan
masyarakat terhadap perubahan iklim.

Temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan bukan sekadar persoalan budaya atau
preferensi konsumsi, melainkan strategi ketahanan pangan. Mengakui dan mengembangkan
pangan berbasis komunitas akan mengurangi ketergantungan pada beras, memperkuat ketahanan
pangan daerah, serta membangun sistem pangan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim
dan gejolak pasar.

Temuan 5. Militerisasi Tata Kelola Pangan Menggeser Peran Institusi Sipil

Keterlibatan militer dalam sektor pangan bukanlah fenomena baru, tetapi mengalami eskalasi
sejak program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) pada 2015 (Kamim,
2019; Project Multatuli, 2025) dan semakin menguat pada periode 2024-2025. Peran TNI kini
mencakup pendampingan produksi, distribusi pupuk, penyerapan gabah, hingga rencana
pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota (SETARA Institute, 2026;
Tempo, 2026). Pada awal 2025, misalnya, Babinsa dilibatkan mengawal penyerapan gabah
petani oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram (CNN Indonesia, 2025). Kebijakan ini
berhasil meningkatkan stok Bulog hingga rekor tertinggi, tetapi tidak diikuti penurunan harga
beras di tingkat konsumen (Alinea.id, 2025), menunjukkan bahwa penyerapan berbasis komando
tidak serta-merta menyelesaikan persoalan distribusi maupun efisiensi pasar.

Pendekatan ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu penggunaan instrumen
komando untuk mengelola sistem yang bergantung pada fleksibilitas ekologi, pengetahuan
agronomis, dan mekanisme pasar. Ketika aparat terlibat dalam menentukan pola tanam,
mengawasi distribusi pupuk, dan menyerap hasil panen, setidaknya muncul tiga risiko. Pertama,



berkurangnya otonomi petani dalam menentukan keputusan usaha taninya. Kedua, distorsi harga
karena penyerapan dilakukan berdasarkan instruksi administratif, bukan permintaan pasar.
Ketiga, melemahnya akuntabilitas karena batas kewenangan antara institusi teknis dan aparat
keamanan menjadi semakin kabur.

Pendekatan ini juga membawa konsekuensi fiskal. Rencana pembentukan Batalyon Teritorial
Pembangunan membutuhkan investasi puluhan miliar rupiah di setiap lokasi serta biaya
operasional yang besar. Sumber daya tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar
apabila dialihkan untuk memperkuat penyuluhan pertanian, rehabilitasi irigasi, penelitian,
mekanisasi, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Perlu diakui bahwa sebagian pihak menilai keterlibatan TNI dapat mempercepat pelaksanaan
program dan menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek. Namun, berbagai organisasi
masyarakat sipil, termasuk Imparsial, YLBHI, dan KPA, mengingatkan bahwa perluasan peran
aparat keamanan berisiko menggeser tata kelola pangan dari pendekatan sipil yang partisipatif
menuju pendekatan komando. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar efektivitas
pelaksanaan program, melainkan bagaimana memastikan bahwa tata kelola pangan tetap
dipimpin oleh institusi sipil yang memiliki kapasitas teknis, akuntabilitas, dan ruang deliberasi
publik.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah yang sistem pangan dan pertaniannya berdaulat,
berkelanjutan, dan berkeadilan, di mana petani menjadi subjek utama pembangunan, lahan
produktif terlindungi, pangan lokal berkembang, dan setiap petani memperoleh penghidupan
yang layak melalui produktivitas, kelembagaan ekonomi yang kuat, rantai nilai yang adil, serta
perlindungan dari risiko ekonomi dan perubahan iklim.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengembalikan tata kelola pangan kepada institusi sipil yang demokratis

Pengelolaan pangan harus kembali dipimpin oleh institusi sipil yang inklusif, memiliki
kompetensi teknis, akuntabilitas, dan legitimasi publik (Acemoglu & Robinson, 2012).
Keterlibatan TNI dan Polri dalam produksi pertanian, distribusi sarana produksi,
penyerapan hasil panen, maupun Proyek Strategis Nasional bidang pangan perlu
dihentikan secara bertahap agar tidak menciptakan institusi ekstraktif yang sentralistis.
Oleh karena itu, rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan perlu
dibatalkan, dan sumber daya fiskalnya dialihkan untuk memperkuat penyuluhan
pertanian, rehabilitasi irigasi, penelitian, dan penguatan kelembagaan petani.



2. Membangun tata kelola pangan yang terpadu, berbasis data, dan
desentralistis

Koordinasi kebijakan pangan perlu diperkuat lintas kementerian serta antara pemerintah
pusat dan daerah agar kebijakan produksi, perdagangan, dan perlindungan petani berjalan
selaras. Kementerian PPN/Bappenas perlu kembali memimpin perencanaan jangka
panjang berbasis bukti, sementara pemerintah daerah diberikan ruang fiskal dan
kewenangan yang memadai untuk mengembangkan sistem pangan sesuai karakteristik
wilayahnya. Seluruh data pangan—produksi, stok, luas tanam, luas panen, irigasi, harga,
dan distribusi—harus dipublikasikan secara berkala, terbuka, dan dapat diaudit publik.

3. Menggeser pembangunan pangan dari ekstensifikasi menuju peningkatan
produktivitas

Pembangunan pangan harus berfokus pada peningkatan produktivitas lahan yang telah
ada melalui investasi pada penelitian, penyuluhan, rehabilitasi irigasi, mekanisasi,
konsolidasi lahan, inovasi, serta pemulihan kesehatan tanah. Moratorium Food Estate
perlu diberlakukan hingga tersedia evaluasi menyeluruh mengenai kelayakan ekologis,
sosial, agronomis, fiskal, dan tata kelolanya. Perluasan produksi hanya dilakukan pada
lahan yang telah terbuka dan sesuai secara ekologis, bukan melalui pembukaan hutan
atau ekosistem bernilai konservasi tinggi.

4. Membangun sistem pangan yang beragam, tangguh, dan berbasis potensi
lokal

Ketahanan pangan perlu dibangun melalui diversifikasi pangan sesuai karakter
agroekologi Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan regionalisasi pangan Indonesia
Barat, Tengah, dan Timur; memperkuat masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai
penjaga benih dan keanekaragaman hayati; mengembangkan bank benih komunitas; serta
memperluas dukungan bagi komoditas lokal seperti sagu, sorgum, jagung, umbi-umbian,
dan pangan hutan. Regenerasi petani juga perlu didukung melalui akses lahan,
pembiayaan, pendidikan, dan jaminan pasar bagi generasi muda.

5. Mereformasi politik beras menuju ketahanan pangan yang berpusat pada
masyarakat

Keberhasilan kebijakan pangan perlu diukur berdasarkan ketahanan pangan rumah
tangga, kualitas gizi, dan kesejahteraan petani, bukan semata-mata status swasembada
beras. Tata kelola BULOG, impor beras, serta distribusi pupuk bersubsidi harus lebih
transparan dan akuntabel melalui publikasi data stok, pengadaan, dan distribusi secara
berkala. Kebijakan harga dan subsidi perlu lebih tepat sasaran serta disertai sinkronisasi
antara kebijakan produksi dan perdagangan. Dalam jangka panjang, belanja pertanian
perlu bergeser dari subsidi rutin dan stabilisasi harga menuju investasi produktif pada
riset, penyuluhan, koperasi petani, mekanisasi, hilirisasi, dan inovasi.
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6. Memastikan program pangan berpihak pada kualitas gizi dan ekonomi lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk
memastikan tata kelola, keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan
dampaknya terhadap ekonomi lokal. Program pangan nasional harus dirancang untuk
memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan permintaan terhadap produk petani dan
nelayan, serta mendorong sistem pangan yang sehat, beragam, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Persoalan pangan Indonesia tidak terutama terletak pada ketidakmampuan negara meningkatkan
produksi, melainkan pada paradigma pembangunan pangan yang terlalu lama berpusat pada
swasembada beras. Orientasi tersebut telah menjaga ketersediaan beras dan stabilitas pasokan,
tetapi belum menghasilkan sistem pangan yang secara menyeluruh bergizi, beragam,
berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan karena itu
tidak dapat disamakan dengan kecukupan produksi beras, karena juga mencakup akses terhadap
pangan bergizi, keberagaman pangan, keberlanjutan sumber daya, dan kesejahteraan produsen.

Lima temuan menunjukkan bagaimana paradigma tersebut membentuk persoalan yang saling
berkaitan: politik beras menghasilkan tata kelola dan insentif ekonomi yang mempertahankan
ketergantungan pada satu komoditas; ketergantungan pada ekstensifikasi mengalihkan perhatian
dari peningkatan produktivitas; alih fungsi sawah terus mengurangi fondasi produksi pangan;
kebijakan yang berpusat pada beras melemahkan diversifikasi pangan dan sistem pangan
berbasis komunitas; sementara semakin luasnya keterlibatan institusi keamanan menggeser tata
kelola pangan dari pendekatan sipil dan teknis menuju pendekatan komando. Dengan demikian,
persoalan pangan bukan sekadar persoalan produksi, tetapi juga persoalan tata kelola, alokasi
sumber daya, kelembagaan, dan arah kebijakan.

Karena itu, transformasi sistem pangan perlu bergeser dari paradigma produksi dan stabilisasi
beras menuju ketahanan pangan yang berpusat pada masyarakat. Pergeseran tersebut mencakup
penguatan tata kelola sipil dan demokratis, perencanaan berbasis data, peningkatan produktivitas
lahan yang telah ada, perlindungan lahan pertanian, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal,
reformasi tata kelola beras dan subsidi, serta penguatan kualitas gizi dan ekonomi lokal. Dengan
arah tersebut, swasembada ditempatkan sebagai salah satu instrumen, bukan sebagai tujuan
akhir, sementara keberhasilan pembangunan pangan diukur dari ketahanan pangan rumah tangga,
kualitas gizi, keberagaman pangan, keberlanjutan sistem produksi, dan kesejahteraan petani.
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